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Mengingat

pENDAFTARAN WAJIB PAJAK CA
YANG MELAKUKAN USAHA DAN

MANTAN BARAT
PERATURAN BUPAT] MELAW]

NOMOR 47

TAHUN 2017
TENTANG

BANG BAGI PELAKU USAHA

/ATAU p
DIKABUPATEN MELAW] — CRVAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWT,

bahwg dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari
penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku
usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di

Kajbupaten Melawi, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak Cabang ;

bahwa agar proses pendapatan wajib pajak cabang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
dengan baik dan terkoordinir perlu diatur mekanismenya
dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu rgenetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang
bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau

pekerjaan di Kabupaten Melawi,

un 1983 tentang Ketentuan

¥ Nomor 6 Tah .
Undang-Undang Nomo sebagaimana telah diubah

Umum dan Tata Cara Perpajakan
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nc;mm‘;l t;6s
Tahun 2009 tentang Perubahan Keem;;?e s
Undang-Undang Nomor 6 Tahur} 1983 tenta}t)ngan et
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem6 2arT
Republik Indonesia Tah}m 2009 _N(;\Ir:)};ror 4é53);
Lembaran Negara Republik Indonesia

97 tentang Penagihan
Undang-UndangNomor 19 Tahun 19 Negara Republik

Pajak dengan Surat Paksa (Lemba{ﬁ:mbahan Lembaran
Indonesia Tahun

2
1997 Nomor 42, imana telah
: 3686) sebagal
-1 I[ndonesia Nomor dang-Undang
Negara Repu;:: hl; akali terakhil den%z:lhlig g
diubah beberap 0 tentang Perd

Kedua atas
00 Penagihan
Homas 18 F A e 10 Tahun 197 tentane Pt
gn'gin%l-[:éaingSurat paksa (L€
a] €

or 129,
iy Tah}i:nl 2dooonoesli\g)rl\?orrlor 3987);
Negara Republik I



10.

Undang-Undang Nomog

Pertambahan Nilaj g Tahup 308
ar 1983
Barang Mewah Sabaga?rﬁgn dan Jag, deih tentang Pajak

Tahun 2009 Nomor 150

. X T
Republik Indonesia Nomoy 503€;I?bahan mbaran Negarg

Undang-Undang Nomor 23

. Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran l\?nema
Republik Indqnesia Nomor 5587) sebagaimana telah d.egbara
beberapa kali terakhir dengan Undang ubah

-Undang N
Tahun 2015 tentang Perubahan Kec%ua omc;rtaz

Undaqg—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

tentang

’

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang ".I‘ata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan nga;xban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,

. hapusan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajal, Poré }Ellgn Pengusaha

ku
Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukul 5
Kznz Pajaajll( (Bejrita Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 1466);
.38/PJ/2013
praran D o, NS T
bahan atas Perad daftaran dan
Nowar P 20/70 3013 enang T2 1 v i
Pemberian Nomor Pokok Waj! A
Pengukuhan Pengusah o
Pokok Wajib Pajak dan Pearﬁc;l Da
Kena Pajak, serta Perub
Wajib Pajak;



11. Peraturan Daerah

tentang P aby at
(Lembar embentukan Paten Mela N |
Tamb. an Daerap, iy, Susyna.ROr 10 T 369
ambahan Lembaray porton Mel vnaqr‘l Perangkat ulr; 201§ ,
acrah Kq Pateihﬁl 016 Omf)l:rlaoh
MEMUTUSKAY . Nomor 169);
. PERATURAN BU '
Ko PAJAK CABAN LT TENTANG y
e USAHA DAN. v PAGT PELAy, (ot PENDAFTA
}:! /ATAU PEKER japN DIUEQEIA YANG 5[%1;1#\ WA
UPATE M KAN
| BAB | AWI
KETENTUAN Uy
Pasal 1

an Bupati ini yang di maksud dengap, -

| emerilt ahan yang menjadi kewenangan dae;;nhpln Pelaksanaan urygan
eﬂyelenggara pemer}ntahan daerah. otonom  sebagaj e
Bupﬁﬁ adalah Bupati Melawi. T
/ an adalah Badan Pendapatan Dae ok
| o an Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melaw,
Satut ; . yang selanjutnya disinek
b gauan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah %{aa{)tu;?;{tpD N?dalah
en Melawi,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau bad Wwr
b pel'ilot:ongan’ dan Pemungutan pajak, yang a;(;ﬂ?;ﬂg);tll
pﬂp&]-igﬁ’ sesuai ketentuan peraturan perundang-
perpa) :
pengusaha adalah orang pribadi atau badan
Jf' keg{‘:ﬁan usaha atau pekerjaannya menghas(iilil:rrln l?ai'r:r?gk ?rﬁ):r? uin yan%)dalam
' mengekspor parang, melakukan usaha perdagangan, m:cmanfgazltiz; barang,
| tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa aﬁZﬁ
mernanfaatkan_ jasa dari luar daerah pabean.
i Pajak penghasilan yang selgnjut.nya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang
befhubungan d.enga}n pelferjaan, jasa, dan Xkegiatan yang dilakukan oleh wajib
paja}k orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorium,
tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun,
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
gﬂaer 1?lasa1 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
enghasilan.
Npmgr Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wr.:tj‘ib P%jak
giilam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdm..ian S{
dma belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama men;pakag kode wajib paj
) Paln 6 (enam) digit berikutnya merupakan administrasl perp{:uakaﬂ- rereRik
| beaku Usaha adalah setiap orang atau badan usfaha.l’ baile g Zr cf nk n
adan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkeducu’s

| U melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Repu .
Ak sendiri maupun bersama-sama melalul perjanjian meny

pembayaran pajak,
hak dan kewajiban
undangan di bidan g

lenggarakan

1] Rlatan ah i bi konomi.

A saha dalam berbagai bidang ¢ aha, badan
- Pembers . o eorangan, pengusaie

. huouy Seta adlah orang pribadi @ ‘;pepi:rjakan tenaga kerja dengan

u
I[ mel:;l];n’ atau badan-badan lainya me "
‘2' : hara pongssoan adalah b beglat: kF‘lilr;‘ional yang ditunjuk untuk
etorkar, rnenatau_sahakanz;h i
meny Kk keperluan pelanja Daer el
tlian dan Belanja Daerah Satuan

Mepep

Iner; !lma, menyimpan,
Fanglf ertarlggblngjawabkan uang un
Pero. > Pelaksanaan Anggaran Pendap

Tangkat p
aerah. |5 Penghapusan..



NPWP  ad o
usan oA alah tin |

- P"?ﬁoj 5e1ayan33§ ajak. dakan Menghapus Npwp 4

f K88 adalah bidang pekerjaan : ari administragi
!4 Prgg pilan, ddan keéujuran teeten{smg dilandag; Oleh pendigiig si

] @ 2 1 :

’1 i< yaﬂ"m Penga aan d%(;:ara Elektronilk yang selan; ™ keahlian,
’ W7 Kerja Yang aibentuk wynpyy ™ ¢lanjutnya disingkat LP

370

4 )
By adaan barang/jasa secarg elektmnikenyelenggarakan St SE adalah

peré pdministrasi Pembangunan oy .
| Bliz e Ttats s yanngngadaar? Barang/Jasa d
| sararlg/jasa yang bersifat permanep dan c?;fungm Melaksanakanapi?h e
b:ng /o V2 Pat berdirj sendiri atay paﬁgdli\;ﬁ
BAB 11
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Pasal 2

l

\

|

|

|

\

!

J

l jakul usa.l'}a yang 'm.elakukan usaha dan _

i E;erah: wajib memiliki NPWP yang dikeluar}lgzgalgl I;flieljaan atau profesi di

pratama setempat./ ¢ kantor Pelayanan Pajak

ku usaha dan/atau pekerjaan atay .

f) nggadaan barang dan jasa yang ber‘g;?:s:i dt?rlllglg)gnz?angblelang pelaksana
paeral; da_n yang mgmzhki NPWP domisili di luar Daerahal‘jvajicgljggr\jg uflt{al; a
diri sebagal Wajib Pajak Cabang di tempat kegiatan yang I,Dersangkutas arkan

J Pasal 3

i pelaku usaha Sebagaj pemberi kfarj a wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21
rerhadap penghasilan Pegawai tetap, Pegawai tidak tetap dan penerima

' penghasilan bukan Pegawai

Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki

NPWP Cabang
| Pasal 4

fl(etentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi instansi
:yang menangani perizinan, SKPD Pengguna Barang dan Jasa yang melakukan
 pengadaan barang dan jasa, serta bagi LPSE dan ULP, dalam menentukan :

‘& Kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;

b Kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa;
i dan

't Kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang

Pasal 5

 Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat daerah sebagai Pemungut PPh
Pl 21, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan
¥Mbayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

| BAB 111
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG
Pasal 6
o ara pendaftaran NPWP Cabang mengact pada ketentuan peraturan

Pe
"dang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 7
orang pribadi yang

aha pekerjaan atau
atau jasa di daerah.

()

ISSWP Cabang berlaku selama V\_faiib pajaka Zﬁa/r;;ﬁis
"Sangkutan melaksanakan kegiatan us g dan/

Profesi g . tan pengadaan baran
an melaksanakan kegia P (2)_Set:clah.._



.S ctelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan &

parang dan/atau jasa selesai, wajib pajak badan atau orang pribadj

4 id
melglga_]ukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terd%aﬁl:)ar dan N?’g?lg
Cabang

penghapusan Surat Keterangan Terdaftar d i

3 : ; an NPWP Cabang sebagaiman
) dlmaksuzl pada ayat {2) dilakuken oleh Kantor Pelayanan Pajak %ratamz
setempat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya
masih menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP
cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati

ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 28 Dscwwpr 2017

M& BUPATI MELAWL

Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal 28 Nesewdour 2017

| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWT, MR

f

| L
IVO TITUS MULYONO

1
|

| BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR Y



